
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dati
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran
2020;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked1
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
PelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun 2016Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor41, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor220);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205jPMK.0712019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (LembaranDaerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 135)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (LembaranDaerah
Kabupaten LombokBarat Tahun 2018 Nomor 10).

10.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokBarat Tahun 2019 Nomor 13);

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Pasal3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa

BAB II
PENETAPANRINCIANDANADESA

Pasal2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran
2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATENLOMBOKBARATTAHUNANGGARAN2020

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 61 Tahun 2019
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61).



Pasa18
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik,

Pasal4
(1)AlokasiAfirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b,

diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi.

(2)Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada
Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa,
pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian
hasil (outcome) pembangunan Desa. .

Pasal6
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7
(1)Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

dinilai dari perubahan rasio Pendapatan AsH Desa terhadap total
pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes.

(2)Pengelolaan Dana Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai
dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan
sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase
pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

(3)Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6
huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan
persentase capaian keluaran (output) Dana Desa.

(4)Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM),
perubahan status Desa IDM, status Desa IDM terakhir, dan perbaikan
jumlah penduduk miskin.

sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020.



Bagian Pertama

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

(1)Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)ke
Rekening Kas Desa (RKD)melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3)Pemotongan Dana Desa di Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
bupati.

(4)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar

40% (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat

bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap IIIpaling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal12

(1)penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
dilaksanakan setelah Kepala KPPNselaku KPApenyaluran DAKFisik dan

BABIII

PENYALURANDANADESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Barat
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok
Barat ini.

AFKab

Z4

Z3

Z2

= Alokasi Formula setiap Desa
= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten LombokBarat

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa Kabupaten LombokBarat

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah
Desa Kabupaten LombokBarat

= rasio IKGsetiap Desa terhadap IKGDesa Kabupaten Lombok
Barat

= Alokasi Formula Kabupaten LombokBarat

Keterangan:
AFDesa
ZI

Pasal9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal
8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa> {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AFKabupaten



1
i

Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan
ketentuan:

a. tahap I berupa:
. 1.·peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang diterbitkan oleh

bupati.
b. Tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
.I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
dan

c.. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling .sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
~aran sebelumnya.

(2)Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3)Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan.

(4)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5)Dokumenpersyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ,
ayat (2)disampaikan dengan surat pengantar yang ditandangani oleh bupati
atau wakilbupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6)Dokumenpersyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) danfatau
dokumen elektronik (soJtcopy).

(7)Dokumen elektronik (soJtcopy)sebagaimana dimaksud pada ayat (5)diolah
melalui aplikasi OMSPAN (online monitoring system perbendaharaan.
anggaran negara) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.



Pasal13

(1)Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan kepada bupati, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya; dan

2.. 1aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
. dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(2)Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan.

(3)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4)Bupati melalui camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)dan (3).

(5)Dalamhal melakukan verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (4)camat
dibantu oleh tim verifikasi kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh
camat melalui surat keputusan camat.

(6)Unsur tim verifikasikecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)terdiri
dari unsur kecamatan dan tenaga pendampingprofesional.

(7)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), camat
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak
salur kepada Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN
selaku KPAPenyaluran DAKFisikdan Dana Desa setiap minggu.

(8)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan dengan surat rekomendasiyang ditandatangani oleh camat.

(9)Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan
tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.



Perintah,

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotonganDana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2).

(2)Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

(3)Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan
Surat Perintah Membayaruntuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD.

(4)Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke
RKD.

(5)Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada
tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan
Surat Perintah Membayarsebagaimana dimaksud dalam Pasall5.

(6)Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKDkepada kepala KPPN
dan bupati.

(7)Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)kepada bupati.

(8)Tata . cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat

Pasal16

Pasal15

(1)Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan
Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat
Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2)PemotonganDana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Bagian.Kedua
Penyaluran Dana Desa Setiap Kabupaten kepada Desa

Pasal14

(1)Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUN.

(2)Sisa Dana Desa eli RKUNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat
disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.



1
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a. sisa Dana Desa di RKD;danfatau
b. capaian keluaran Dana Desa.

BABV

PEMANTAUANDANEVALUASI

Pasal20

Pasal19
(1)KepalaDesa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

BABIV

PENGGUNAANDANADESA

Pasal17

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana
KerjaPemerintah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)setelah mendapat persetujuan bupati.

(4)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi
prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(5)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenaiAPBDes.

Pasal18
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang
dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,
dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Desa setempat.

Membayar, dan Surat Perintah pencairan Dana sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal24
(1)MenteriKeuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan

penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah
menerima:
a. Pencabutan danIatau pemulihan status hukum tersangka; atau
b: Putusan pengadilanyang mempunyaikekuatan hukum tetap,
atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaanDana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2)Dalam hal telah ditetapkan pencabutan danIatau pemulihan status
hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud=

Pasal23

(1)dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan
penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau
tahun anggaran berikutnya.

(2)Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status
hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan
lembaga penegak hukum terkait.

(3)Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan Iatau tahun anggaran
berikutnya.

(4)Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal PerimbanganKeuanganatas nama MenteriKeuangan.

(5)Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan
seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran
berikutnya.

Pasal22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdapat sisa Dana Desa di
RKD,bupati:

a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD
tersebut; darr/atau

b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

Pasa121
(1)Pemantauan sisa Dana Desa di RKDsebagaimana dimaksud dalam Pasal20

huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnyayang belum digunakan oleh Desa.

(2)Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang
dibiayai Dana Desa.



Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2011

Pasal27

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal26
(1)Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun .

Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan bupati paling lambat
bulan Juni 2020.

(2)Kepala Desa menyetirkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD
paling lambat akhir bulan Juli 2020.

(3)Bupati melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa Tahun
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik.dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

(4)Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUNpaling lambat
akhir bulan Oktober 2020.

BABVII

KETENTUANPERALIHAN

Ketentuan mengenai:

a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (1) dan Pasal13 ayat (1);

b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal11 ayat (3) dan Pasal12 ayat (2);

c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal13
ayat (1);

d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
dan

e. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (6); . .

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal25

BABVI
KETENTUANLAIN-LAIN

ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan
kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2020 NOMOR..P1

~ .

;Ho FAUZANK ALID

Ditetapkan di Gerung
~ada tanggal ~ ~ I..W"i ra-o
rUPATI LOMBOKBARAT'f" • •

H. BAEHAQI
7

Diundangkan di Gerung
padatanggal ~ ~~
SEKRETARIS

Pasal29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Barat.

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan stunting dalam
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati ini
diundangkan.

Pasal28

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok
Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten LombokBaratTahun 2019 Nomor 45), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



: Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
.Kabupaten LombokBarat Tahun Anggaran 2020

: Peraturan Bupati LombokBaratLampiran r
Nomor
Tanggal
Tentang

Rincian Dana Desa masing-masing Desa Tahun 2020
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..................................................................... (10)

.................... (9)Materai
Rp.6.000,-

............................ , Tanggal. (8)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa terse but kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.
Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran (7)

Alamat

: Kepala KPPN (5)

Selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa
: (6)

Nama

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

: (4)

: (2)
: Bupati Lombok Barat (3)

Nama
Jabatan
Alamat

Yang bertandatangan di bawah ini:

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA
=======~========================================================

(KOPSURAT) (1)

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa


